
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2387L 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Ut.ara di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

I 
Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

· Indonesia Nomor 4929); 

a. bahwa dalam rangka mendorong dan · mempercepat 
pembangunan daerah dalarn bidang perekonomian dan 
meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Nias Utara, Pernerintah Daerah perlu membentuk 

'(,, Perusahaan Umum Daerah; 
b. 1 bahwa un tuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan 

pengembangan dan pemberdayaan bidang usaha 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk 
Perusahaan -Urnum Daerah di .Kabupaten Nias Utara; 

c. bahwa sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ,ttntimg Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha 
Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daer~h tentang Pembentukan Perusahaan Umum 
Daerah Tafaeri Nias Utara; 

BUPATI MIAS UTARA, 

DEKGAlf RAHM.AT TUHAK YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAE&\11 TAFAERI BIAS UTA.RA 

TENT ANG 

PBRATURAN DAERAH KABUPATEN N1AS UTARA 
NOMOR 7 TAHUN 2015 

BUPATI NIAS UTAJU 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

, 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2009 
Nomor 112, 'Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5038); 

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pcraturan Per undang-Undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 l4 Nornor 244, "I'ambahan Lembaran Negara 
Republik lndoneaia Nornor :)587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pernerintah, Nornor 58 Tahun _2005 tentang 
Pengelolaan Keuungan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah, Nornor 38 Tahuri 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi ·dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kot.a (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4737); 

9.' ;'Peraturan Pernerintah , Nomor SO Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik .Indonesia Nornor 4761); 

10. Peraturan Pemerintah. Nornor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun · 2014 ten Lang 
Pengelolaan Harang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara 
Repubiik Indonesia'l'anun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 1984 tentang Tatu cara Pembinaan dan 
Pengawasa..n Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

13. Perat.uran Menteri Dalam Negcri Republik 'Indonesia NoIT1or 
3 Tahun 1998 tentang Bcntuk Hukum Badan Usaha Milik 

· Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri · Republik Indonesia Nomor 



Dalam Peraturan Daer ah ini yang dirnuksud dengn n : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan. perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistern dan prinsip Negara Kesaruan Rcpublik Indonesia .sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN DASRAH TENTANG PEMBENTUKAN 
PE~USAHAAN UMUM D/\l:<~RAH TAFAERI NlAS UTARA. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Benama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JllAS UTARA 

d.an 

BUPATI NIAS UTARA 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Dalam Nege ri Republik Indonesia, Nomor 
13 Tahun 2006 ten.tang Pedornan Pcngelolaan Keuangan 
Daerah sebagairnanu telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Kedua Atas P~raturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuungan Daeruh (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun :2011 Nornor :310); 

16. Peraturan Menteri Dalarn Neger i Republik Indonesia, Nemer 
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

1 7'. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Republi.k Indonesia, Nomor 
22 Tahun '.2009 t entang Petunjuk Teknis Ta.La Cara 
Kerjasarna Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 
50 Tahun 1999 teruang Kepengurusan Badan Usaha Milik 
Dae rah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 
43 Tahun 2000 rentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan 
Daerah Dengan Pihak Ketiga; 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia, Nomor 
52 Tahun 2012 tentang Pcdornan Pengelolaan lnvestasi 
Pernerintah Daerah; 



Perusahaan Umum Daerah mernpunyai wilayah kerja/usaha di dalam 
daerah dan dapat dikernbangkan sarnpai kcluar daerah. 

(2). Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dima.ksud pada .ayat (1), dapat 

(1) 

Pasal 4 

(J) . Perusahaan L'rnurn Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah 
Tafaeri Nias Utara. 

(2) Perusahaan Umum Dacrah sebagairnanu dimaksud pada ayat ( l ), 
berkedudukan di Lotu. 

BAB Ill 
NAMA DAN KEDUDUKAN 

Pasal 3 

I 

(2) Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk ocrstatus sebagai Badan Usaha 
Milik Daerah. 

·{3) Perusahaan Urnurn Daerah sebagaimana dirnaksud pada .ayat ( 1) clan ayat 
(2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. · 

.-(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahan Umum ·Daerah yang 
berbadan hukum. 

BAB 11 
PEMBENTUKAN DAN STATUS 

Pasal 2 

. ~-. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara. 
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daern.h Kabupa.ten Nias Utara sebagai unsur 
• I 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
6. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias 

Utara, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah. · 
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umurn Dae rah. 

8. Sadan Pengawas adalah Badan Pengawas Pcrusahaan Umurn Daerah. 
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah TafaeriNias Utara . 

. 10. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang 
yang d.ibentukdari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan 
kejadian yang t.idak dapat diprediksi. 

11. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk 
melakukan kegiatan yang disepakati. 

12. Tahun Takwirn adalah mulai dari ] Januari sampai dengan 31 Desernber 
tahun berjalan. 

, 



(1) Modal Perusahaan Umum Daerah sepenuhnya bcrsumber dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Nias Utara. 

BAB V 
MODAL 
Pasal 7 

,. 
(1,) Perusa.haan Umum Dacrah bergerak dalarn bidang usaha: 

a. bidang usaha perumahan dun J .ermukiman: 

b. perhotelan dan kcpariwisataan: 
c. transportasi dan ekspcdisi: 
d. konstruksi: 

e. pertanian dan perkebunan; 
f. kesehatan dan farrnasi: 
g. percetakan; 
h. perbengkelan; 
1. perdagangan dan industri munufaktur. 

(2) Perusahaan Umum Daerah dapat rnelakukan penyertaan modal atau 
merniliki saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimanu dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
seridiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. 

· (4) Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), 
ayat (2) clan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan 
usaha clan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan rnelalui keputusan 
Bupati. 

Paaal 6 

( I) Perusahaan Um um Daerah diberit uk dengan maksud untuk me mberikan 
wadah usaha secara lcbih tcrencana dun terorganisir dalar.n rangka 
mempercepat pembangunan daerah. 

(2) Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk: 

a. turut serta melaksanakan pernbangunan daerah K.abupaten Nias Utara 
pada khususnya dan pernbangunan nasional pada umumnya; 

b. rnenyelenggarakan kernanfaatan urnurn dalarn bentuk penyediaan 
barang dan.jasa, peningkatan sarana prusarana, penyediaan lapangan 
kerja yang bermutu dan memadal · bagi pemenuhan kebutuhan 
masyarakat; 

c. menghasilkan laba dalarn rangka mcningkatan pendapatan asli daerah. 

BAB IV 
MAK.SUD, TUJUAN DAN BID~G USAHA 

Paaal 5 



(1) Pengurus Pernsahaan Umum Daerah terdiri dari: 

BAB Vil 
PEN GURUS 

Pasal 10 

Perusahaan Umum Daerah me mpunyai fungsi: 
a. menyclenggaraan pcluyanan umum yang berk ualitas kepada masyarakat 

melalui penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, 
pembukaan lapangan kerja scsuai dengan tujuan dan kegiatan usaha 
Perusahaan Umum Daerah; · 

b. mernperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli 
daerah; dan 

c. berkcordinasi dengan instansi-iristansi dae rah terkait sehubungan dengan 
program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan 
kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah 

Pasal 9 

Perusahaan Umum Daerah rnerniliki tugas pokok: 
· a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Urnum Daerah . sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b. Mendukung kebijaksariaan ~mum Perncrintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan 
barang dan jasa, pcningkatan sarana/ prasarana, dan pembukaan 
lapangan kerja; · 

c. Mengoptimalkan pengendalian, pcngelolauu dan pengembangan potensi 
sumberdaya daerah untuk scbesar- besar nya bagi. · kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten N ias U Lara; 

d. Membangun jaringan kerjasama bnik ditingkat daerah, nasional maupun 
internasional dalarn rnengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh 
Perusahaan Umum Daerah, sesuai dengan ketcntuan dan peraturan yang 
berlaku; 

e. Melakukan pernbinaan dan menjalin kerjaaarna kernitraan, dengan UMKM­ 
UMKM dan koperaai-koperasi yang dirniliki oleh masyarakatdalam bidang 
usaha yang sesuai; dan 

f. Meningkatkan kontribusi Perusahaan Umurn Daerah terhadap penerimaan 
pendapatan asli daerah. 

BABVI 
TOGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAII 

Pasal 8 

(2) Setiap penyertaan modal, pcnambahan atau perubahan. modaJ daerah 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) ditetapkan melalui Peraturan 
Daerah. 



(1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mernpunyai tugas 
sebagai berik _1t : 
a. mernimpiri dan mcngcndalikan semua kcgiatan operasinal Perusahaan 

Umum Daerah; 
b. menyampaikan Rencana Kerja S (lima) t ahunan dan Rencana Anggaran 

Peru.sahaan Urnum Daerah tahunan kepada Sadan Pengawas untuk 
rnendapat pcrsctujuan dan pcugesahan oleh Bupati; 

c. melakuk.an perubahan terhadap Rencanu Kerja dan Rencana Anggn.ran 
Perusahaan setelah rncndapat perset ujuan Bupati melalui Badan 
Pengawas; 

d. membina pegawai; 
e. rnengurus dan rnengelola kekayaan Perusnhaan Umum Daerah; 
f. menyelenggarakan adrninistrusi umum dan keuangan; 
g. rnewakili Perusahaan Umum Dacrah buik di dalam maupun di luar 

pengadilan; 
h. rnenyampaikan laporan berkala triwulan , semesteran dan tahunan 

mengenai seluruh kegiatan operasional Perusahaan · Umum Daerah 
termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas .. 

(2) Direksi dalam mengelola Pcrusahaan U mum Daerah mernpunyai 
wewenang sebagai berikut : 

TUOA8 DAN WEWENANO DIREKSI 
Pasa..l 12 

· (1) Pengelolaan terhadap Perusahnan Umurn Daerah sebagai suatu Badan 
Usaha dilaksanakan oleh Direksi 

(2) Dalarn rnelaksanakan Pcrigelolaar t Perusahaan Um urn Daerah, Direksi 
dibantu oleh Kepala-kepala Unit dun Kepula-kepala Unit dibantu Kepala­ 
kepala Seksi. 

(3). Direktur Utama berhak dan berwe uang bertinda.k atas nama Direksi, dan 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bcrtanggung jawab kepada 
Bupati, 

(4) Masing-rnasing Direktur sesuai dengan bidang tugasnya yang telah 
ditentukan dalam peraturan taia tertib serta tats cara menjalankan tugas 
Direksi, berhak dan berweriang bertindak untuk dan atas nama Direksi 
serta bertanggung jawab kepada Direktur Utarna. 

_(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pcrusahaan Umurn Daerah dan Tata Cara 
menjalankan tugas Direksi ditet apkan dengan Keputusan Bupati. 

' I 

Bagian Kesatu 
DIREKSI 

Paaal 11 

(2) Bupati mewakili Pernerintah Dae rah sebagai Pernilik Perusahaan Umum 
Dae rah. 



" . 

Anggota Dircksi tidak berwewe nang mewa kili Perusahaan Umurn Daerah 
sebagairnana dima.ksud dalurn pasul 12 ayat ( l) huruf g apabila : 
a. terjadi perkara di depan pengadilan aiuara Perusahaan Urnum Daerah 

dengan anggota Direksi yang be rsangkutan: dan/ a tau 
b. Anggota Direksi yang bersangkutan rnempunyai kepentingan yang 

bertetangan derigan kepentingan Perusahaan Umum Daerah. 
DaJam hal Perusahaan Umurn Daerah mernpunyai kepentingan yang 
oertcntangan dengan kepcntingan peribadi seorang anggota Direk si , maka 
perusahaan umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan 
dalarn hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang 
bertentangan dengan kepentingan seluruh · anggota Direksi, maka dalam 

(2) 

Pasal 14 . t 
( 1) 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah. 
(4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan at.as kerugian 

Perusahaan Umum Daerah apabila dapat mernbuktikan bahwa: 
a. Kerugian tersebut bukan karena kesulahan ut.au kelalaiannya; 
b. Telah mela.kukan pengurusan dengari · itikad baik dan memenuhi 

prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan keparutan untuk kepentingan 
dan sesuai dengan maksud clan tujuan Pcrusahaan Umurn Daerah; 

c. Tidak mernpunyai benturun kepentingan peribadi baik iangsung 
rnaupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah menga.mbil tindukan unt uk mencegah timbul atau berlanjutnya 
kerugian tersebut. 

(3) 

.(1) Dalam rnelaksanakan tugas-tugas Dircksi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 12, Direksi wajib dcngan itikad baik clan penuh tanggung jawab 
rnenjalankan tugas unt.uk kcpcnt.ingan Pcrrrsahaan Umum Daerah serta 

' mencurahkan perhatian dan pcngabdiannya sccara penuh pada tugas, 
kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan . 

. "(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjaw~l> periuh secara peribadi apabila 
yang bersangkutan ber salah atau lalai .rnenjalankan tugasnya sesuai 
ketentuan sebagairnana dirna.ksud pada ayat (1). 
Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan 
kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau 

Pasa.l 13 

b. mengangkat, memberheht ika n pegawai dan memindahtugaskan 
pegawai dari jabat.an di bawah Direk si: . 

c. menandatangani laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan 
Laba/Rugi-Laporan Arus Kas]; dan · 

d. menandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain 'atas persetujuan 
Bupati. 



PENGANGKATAN DIREKSI 
Pasal 17 

. ( 1). Dalam hal Direksi melakukan perigadaun barang dan jasa untuk 
kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman 
pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku; 

(2) Setiap mutasi barang aset Letap Perusahaan Umum Daerah ba.ik status 
kepernilikan maupun Iisik, baru dapa l dilakukan setelah me ndapat 
persetujuan Bupati berda sarkan pcrtirnbangun dari Sadan Pcngawus, 

{3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai 
penghapusan harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang tidak 
dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi -sebelum penghapusan aset tetap 
perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan. 

Paaal 16 

Perusahaan Umum Daerah. 

(3) 

(2) 

Pasal 15 

. (4) 

· (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan-hal-ha1: 

a. mengada.kan pcrjanjian-pcrjanjian kcrja sarna usaha atas nama 
Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 
1 (satu) tahun; 

b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi; 
c. Mcmindah tangank.an atau menghipotekkan atau menggadaikan benda 

bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik 
Perusahaan Umum Daerah dengan persetujuan DPRD. Kabupaten Nias 
Utara; 

d. mengadakan investasi baru; 
e. penyertaan modal pada perusahaan lain; clan 
f. mengadakan tindakan-tindakun lain yang dipandang perlu adanya 

persetujuan atau pengesahan Bupati; 
Persetujuan .sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), diberikan oleh Bupati 
setelah mendapat pertirnbangan dari Sadan Pengawas; 
Dalam hal Direksi tidak mehiksanukan/rnentaati/mempedomani 
ketentuan-ketentuan sebagairnana din:iuksud pada ayat ( 1), segala 
tind akan Direkei diariggap tidak rnewa kili Perusahaan Urnurn Dacrah dan 
menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan 
diambil tindakan sesuai dengan perat.uran Lala tertib perusahaan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlak u; 
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 12 
ayat { 1) huruf g, Direksi dapat menycrahkan tugas dan wewenang 
dirnaksud kepada Dirck tur Utarna atau kepada seorang anggota Direksi 
atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum 
Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar 



( l)' Untuk diangkat menjadi Direk si harus me men uh i syarat-syarat um um dari 
khusus serta syarat-syara t lain yang diperlukan. 

(2) Syarat - syarat sebagaimana dirnak sud pada ayat ( l) adalah: 

a. Syarat-syarat Umum ; 
1. warga Negara Iridories ia; 
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Muha Esa; 
3. setia dan ta.at kepada Pancasila, Unctang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintah .Rcpublik Indonesia; 
4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman .5. (lima) tahun 

kurungan at.au lebih berda sarka n keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan Iiukurn tetap: 

b. Syarat-syarat kb usus: 

1. sehat jasmani dan rchani eerta berurnur tidak lebih dari 60 (enam 
puluh) tahun; 

2. pendidikan minimal S l (Strata Satu}; 
3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahundalarn bidang 

pengelolaan perusahaan; 
4. mampu membuat dan rnenyajikan proposal visi, misi, dan strategi 

pengelolaan Perusahaan Um um Dae rah: 
5. Direksi berasaJ dari unsur swasta/ profesional, tidak merangkap 

jabatan pada perusahaan daerah atau. perusahaan swasta lainnya 
atau pada lcmbaga/ insuinsi baik pc mer in Lah maupun swasta yang 
memiliki hubungan de ngan pengelolaan Perusahaan Umum 
Dae rah; 

6. tida k merniliki usaha yang mengakibat.kan kontlik kepentingan baik 
langsung rnaupun tidak langsung derigan usaha yang dikelola oleh 
Perusahaan Umum Daerah; dan 

7. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota 
Dircksi at.au Sadan Pcngawas lainnya sarnpai deraiai ketiza baik 

Pasal 18 

(2) Masa jabatan Direksi selarna 4 (em pat) iahun dan dapat diangkat kernbali 
untuk 1 [satu) kali masa jabatan dalarn kedudukan yang sama. Kecuali 
apabila Dire ksi yang bersangkutan diangkat rnenjadi Direktur Utama. 

(3} Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas sebagai Tim 
Sele ksi dan telah rnengikut.i fit and propertest oleh Tim lndependen yang 
diangkat oleh Bupati. 

(4) Tim lndependen yang dimaksud pada pasal (3), terdiri dari unsur 
Pemerintah Dacrah, DPRD, Sadan Pengawas, · Akadernisi, 
Profesional/ pelaku dunia usaha. 

(5) Sebelum Direksi rnelaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan 
pelantikan dan pengambiJan sumpah/janji oleh Bupati rnenurut ketentuan 
tata cara pelantikan dan pengarnbilan sumpah/janji Direksi yang telah 
ditetapkan. 



(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan 
sebelum masa jabatanriya berakhir; 

(2) Pelaksana Tugas se bagai maria dimaksud pada ayat (1), diangkat dari 
salah satu anggota Dircks: dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
untuk masa jabatan paling lama J (uga] bulan. 

Pasal 21 

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelurn maaa jabatan Direksi berakhir, Badan 
Pengawas sudah mengajukan usulan pemiliha n calon Direksi baru kepada 
Bupati. 

Pasal 20 

!~ 
\ 

.(1) · Anggota Direksi berhenti karena masa jabalannya berakhir dan/atau 
karena meninggal dunia; 

(2) Anggota Direksi diberhenlikan dari jabatarmya karena: 
a. perrnintaan seudiri; 
b. melakukan tiridakan yang merugikan perusahaan: 
c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan 

atau sakit permanen; 
d. dihukum pidana berdasarkan putusan perigadilan yang telah 

rnempunyai kckuatan hukum yang tetap, 
(3} Apabila Direksi diduga rnelakukan salah satu perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) h ur'ul' b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas 
segera melakukan perneriksaan terhadap yar~g bersangkutan: · 

· (4) Apabila berdasarkan hasil perneriksaan icrhadap Direksi · sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Perigawas segera menyampaikan 
laporan kepada Bupati; 

(5) Paling lama 12 (dua betas) hari kerja scte lah menerima -laporan hasil 
perneriksaan Badan Pengawa s, Bupati t:elah mengeluarkan: 
a. Keputusan Bupati tentang pernberhentian sebagai Direksi bagi Direksi 

yang melakukan perbuatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c dan huruf d; 

b. Keputusan Bupati tent.ang pemberhent ian sernentara sebagai Direksi 
bagi Direk si yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b. 

(6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) huruf a, huruf c, diberhentikan dengan horrnat; 

(7) Direksi yang diberheritikan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
huruf d , diberhentikan tidak clerigan horrnat 

PEMBERHENTIAN DIREKSI 
Pasal 19 



( 1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memberik.an saran dan pcridapat kepadu Bupati mengenai Rancangan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dan 
perubahannya serta laporari-Iaporan lainnya dari Direksi; 

b. mengawasi pela.ksanaan kcgiatan operasional Perusahaan Umum 
Daerah serta menvampaikan hasil oenilaian kenada Bunati: 

Paaal 26 

Sadan Pengawas mclaksanakan iugas, weweriang dan tanggung jawabnya sesuai 
· dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tcr hadap Perusahaan Urnum Daerah 
clan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati. 

TUGAS DAN WEWENANG BAOAN PE.NGAWAS 
Pasal 25 

· ( l) Untuk melakukan pengawasan terhudup Pcrusahaan U.mum Daerah 
dibentuk Sadan Perigawas yang bertanggung jawab kepada Bupati 

(2) Sadan Pengawas bert ugas untuk rnelaksanakan pengawasan terhadap 
pengelolaan Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana 
Kerja da.n Anggaran Per usa.haan Umurn Daerah. 

Bagian Kedue, 

BADAN PENGAWAS 

Pasal 24 

, 

(l) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam rnenjalankan tugasnya 
atau apabila jabatan ter se but l.erluang dan penggantinya belum diangkal 
atau belum rnenjabat jabatan.nya, rnaka jubatan Direktur Utama dijabat 
oleh satu diantara Direktur berdasarkun pcnunjuka.n sementara Bupati, 
dan apabila Direktur dimaksud tidak ada .atau berhalangan tetap maka 
jabatan tersebut dijabat oleh Oircktur lain. 

Apabila sernua Anggota Direk si berhalangan tetap dalam · menjalankan 
tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelurn dia.ngkat 
penggantinya atau bclurn rncnjabat jabatunnya, ma.ka untuk sernentara 
waktu tugas atau jabatan Direksi dilakaariuka n oleh seorang pejabat yang 
ditunjuk oleh Bupati. · 

(2) 

Angota Direksi yan diberhentikan sebelum rnasa jabatannya berakhir dapat 
digantikan oleh calon Direksi yang mcnempati ranking berikutnya berdasarkan 
hasil seleksi dan fit and propertest sebclurnnya sampai rnasa ·jabatan anggota 
Direksi yang diberhentikan berakhir. 

Pasal 23 

Pasal 22 



(1) Badan Pengawas mempunyai wewcnang sebagai berikut :· 
a. mernberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan 

tugas dan weweriangnya yang tidak melakukan pengelolaan 
perusahaan seauai dcngan Rcnc:ana Kerja dan Anggaran Pe ru sa.haa n 
Umurn Daerah yang Lelah dite tapkan; 

b. rnemeriksa Direk si yang diduga mcrugikan Perusahaan Umum 
Dae rah; 

c. memberikan persetujuan ierhadap l~encana Kerja dan /\nggaran 
Perusahaan Umum Ducrah yung diajukan Direksi sebelurn disahkan 
oleh Bupati; 

d. rnerneriksa pembukuan ke uangan dan verifikasi keadaan kas secara 
rutin setidak-tidaknya sekali dalam 3 (t.iga) bulan dan sewaktu-waktu 
jika diperlukan serta melakukan perneriksaan laporan keuangan 
tahunan yang disarnpaikan okh Dircksi: 

e. memeriksa surat-surat berharga dan dokumen-dokumen lainnya serta 
harta kekayaan Perusahaan Urnurn Dacrah; 

f. meminta penjelasan dari Dircksi dan/atau pcgawai mengenai segala 
sesuatu/ persoalan yang menyangkut pcngelolaan Perusahaan Umum 
Daerah: 

. Pasal 27 · 

Perusahaan Umum Daerah; 
f. memberikan saran dan penrlapat kepacla Bupati atas laporan keuangan 

Perusahaan Umum Daerah: 
g. rnemberikan saran dan pend.ipat kepada Bupati atas rnasalah lain 

yang dianggap penling bagi pcngeloluan Pcrusahaan Umurn Daerah; 
h. melakukan tugas-t ugas pengawasan lainnya yang ditentukan . oleh 

Bupati; dan 
1. memberikan laporan kcpada Bupati sccnra berkala baik semesteran 

maupun tahurian tentang pelak sanaan tugasnya. 
Dalarn melaksanakan tugasnyu sebaguimana dimaksud · da1am ayat ( I}, 
Badan Pengawas wajib rnernperhat ikan : 
a. Pedornan clan pet.unjuk Bupati scrta senantiasa memperhatikan 

efisiensi, efektivitas clan produktifitas Perusahaan Umwn Daerah; 
b. Ketentuan dalarn peraturan pendirian Perusahaan Umum Daerah serta 

ketentuan peraturan perundang-undangun yang berlaku ; 
c. Pernisahan antara tugas. pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Pengawas dengan tugas pcngelolaan yang dilakukan oleh Direksi . 

(2) 

laporan 
kinerja) 

e. 

c. dalam hal Perusahaan Umum Dae rah meriunjukkan tanda-tanda 
kemunduran segera melaporkunnya kcpadu Bupati dengan disertai 
saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh; 

d. mernberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap 
pengangkatan dan pernberhentian Direksi: 
mernberikan saran dan pcndapat kepada Bupati atas 
pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja (laporan 
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(1) Badan Pengawas berjurnlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang 
diantaranya dipilih rnenjadi Ke tua merangkap Anggota. 

(2) Masa jabatan Badan Pengawas sclama ~~ (tigu) tahun. 
(3) Sadan Pengawas diarigkat paling banyak unl.uk 2 (dua) kali masa ja .. batan. 
(4) Sadan Perigawas diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dan fit 

and propertest oleh Tim Indepe nden yang ditetapkan oleh Bupati. 
(5) Tim lndependen yang dimaksud pada pasal (4), terdiri dari unsur 

PENOANGKATAN BADAN PENGAWAS 
Pasal 30 

( l} Dalam melaksanakan tugus, · Had an Perigawae dibantu oleh Sekretariat 
Badan Pengawas. 

(2) Sekretariat Badan Perigawas diangkat oleh Ketua Badan Pengawas atas 
persetujuan tertulis Bupati. 

Pasal 29 

, {1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurung-kurangnya 3 (tiga) bulan 
sekali clan sewaktu-waktu jika d ipe rlukun. 

(2) Rapat sebagairnana dirnak sud pada ayat ( l) mernbicarakan hal-hal yang 
berhubungan dengan Perusahnan Urrrum Daer ah sesuai dengan tugas 
pokok dan kewenangan Bada.n Pe ngawas. 

(3) Keputusan rapat Sadan Pengawas diambil atas dasar rnusyawarah untuk 
mufakat. · 

(4) Dalarn hal rnusyawarah Badun Pengawas tidak rnencapai mufakat maka 
keputusan diserahkan kepada Bupati, clan maeing-rnasing anggota Badan 
Pengawas menyampaikan peridapat secara terrulis sebagai. bagian laporan 
yang tidak terpisahkan. 

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. 

Pasal 28 

h. menghadiri rapal Direk si dun mernbcriknn pandarigan terh adap hal­ 
hal yang dibicarakan; 

1. menerima atau rnenolak pertanggung jawaban keuangan dan program 
kerja tahunan Direksi: dan 

J. mela.ksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap 
perlu maupun yang diperkirakan bcrpotensi menimbulkan masalah 
terhadup kemaj uan perusahaan, 

I 

(2) Sadan Pengawas dapat meminta jasa Akuntan Publik Independen untuk 
melakukan audit terhadap laporan kcuangan perusahaan yang 
disampaikan oleh Direksi. 

(3) · Segala . biaya untuk pelaksanaan audit ekster nal oleh Kantor Akuntan 
Publik, dibebankan pada Anggarnn Perusahann Umum Daerah. 



( 1) Anggota Badan Pengawas berhenti k are nu masa jabatannya berakhir 
dan/atau karena meninggal dunia, 

(2) Anggota Badan Pengawas diberhent.ikan dari jabatannya karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; 
c. tidak mampu melaksu nukan tugasnya sebagai Badan Pengawas karcna 

tuntutan tugas pada jabatan lain yang lebih diutarnakan atau karena 
gangguan kesehatan a tau sakit pcrmanen: 

d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mernpunyai kekuatan hukum yg te tap. 

(2) Apabila anggola Badan Perigawas diduga mclakukan salah satu perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, yang 

Pasal 32 

(1) Untuk diangkat menjadi Sadan Perigawas harus menuhi syarat-syarat 
umum dan khuaus scrta syarat-syarat lain yung diperlukan. 

(2) Syarat-syarat sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) adalah: 

a. Syarat-syarat Umum : 
l. warga Negara Indonesia; 
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
3. setia dan taat kepada Pancaaila, Undang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 
4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancarnan 5 (lima) tahun 

kurungan atau lcbih berdasarkan keputusan pengadilan yang 
mernpunyai kek uatan hukum tetap; 

b. Syarat-syarat khusus: 
l. sehat jasmani dan rohan i ; 
2. menyediakan waktu yarig cukup; 
3. pendidikan minimal S l (Strata Satu]: 
4. rnernpunyai pengulaman kerja dalam bidang keahliannya minimal 5 

tahun, diutarnakan yang merniliki pcngalaman pada Perusahaan 
Umum Daerah; 

5. Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional yang memiliki 
keahlian dan kecakapan sr-suai dcngan bidang usaha Perusahaan 
Umum Daerah; dan 

6. tidak terikat hubungan keh iarga dengan Bupati atau dengan Sadan 
Perigawas lainnya atau dengan Direksi sarnpai derajat ketiga baik 
menurut garis lurus maupun ke saruping termasuk .menantu clan 
ipar. 

. (6) Sebelum Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, 
dilakukan pe lantikan dan pcngarnbilan ~urnpah/janji oleh Bupati meriurut 
ketentuan tata cara pelan tikan clan pengambilan sumpah/ janji Badan 
Pengawas yang telah ditetapkan. 

Pasal 31 



Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir 
dapat digantikan oleh calon Badan Pengawas yang menempati ranking 
berikutnya berdasarkan hasil sclek.si dan fit and propertest sebelumnya sampai 
masa jabatan anggota Badan Pcrigawas yang diberhcntikan berakhir. 

Pasal 34 

. (l) Anggota Badan Pengawas yang diberhent.ikan sebagaimana dirnaks ud pada 
pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, diberhcntikan dengan hormat; 

{2) Anggota Badan Pengawas yang diber hentikan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 32 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf cl, diberhentikan tidak dengan 
hormat. · 

Pasal 33 

(3) Pernberhentian sernentara sebagaimana dirnaksud · pada ayat (3} 
diberitahukan secara tert ulis kepada anggota Badan Pengawas yang 
bersangkutan, Direksi dan anggot:a Badan Pengawas -lainnya disertai 
dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara 
tersebut; 

(4) Selama rnasa pembe rhentian scmentara, Sadan Pengawas dan Direksi 
melakukan hal-hal sebagai berik ut : 
a. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberhentian 

scmentara dikeluarkan, menggelar Sida ng Khusus ten tang pengkajian 
dan pernbuktian dugaan yang meriyebabkan dilakukannya 
pemberhentian sernentara kepada anggota Sadan Pengawas yang 
bersangkutan; 

b. anggota Badan Pcngawas yang bersa.ngkut.an diberi kesernpatan untuk 
menyampaikan pembelaan diri atas dugaan yang menyebabkan 
pemberhcntian serneritara ~cpadanyH; 

c. setelah mendengarkan pcrnbelaan diri, rnempelajari bukti-bukti yang 
akurat dun rneyakinkan scrta did uk u ng oleh Iakta-fakta lapangan, 
Sidang Khusus mern bue t kesirnpulan · apakah · anggota Badan 
Pengawas yang bersangkutan tetap ·diusulkan untuk diberhentikan 
a tau pernberhentian sernentaranya dibaralkan / dicabut kernbali: 

d. kesimpulan Sidang Khusus Badan Pengawas dan Direksi disarnpaikan 
kepada Bupati; 

e. selambat-lambatnya 12 (dua belas] hari kerja sejak diterimanya 
Kesirnpulan Sidang Khusus, Bupa ti rnengeluarkan keputusan 
sehubungan dengan status pemberhenlian sementara kepada anggota 
Badan Perigawas yang Lelah diberhen tikan sernentara tersebut . 

. (6) Dalam hal Bupati tidak rnengeluarkan keputusan sarnpai dengan batas 
waktu yang dimaksud pada ayat (5) huruf e, maka Kesimpulan Sidang 
Khusus dianggap sebagai Keput usan Bupat i dan berlaku seperiuhnya. 



( 1) Tuntutan perbendaharaan dan t.uru.uta n ganti rugi terhadap bukan 
bendaharawan berlaku juga tcrhadap .Direksi, Badan Pengawas dan 
pegawai Perusahaan Umum Dae rah yang dibebani tugas me nerirna, 
menyirnpan, membayar da.n me nycrahkan uang, surat-surat berharga dan 
bararig-bararig, kare na Lindaka n melariggar hukum atau kareria 
melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepadanya, 
langsung atau t.idak langsurig telah menimbulkan kerugian pada 
Perusahaan Umum Daerah , diwaj ibkari merigganti .' kerugian dan 
mempertanggungjawabkannya· sccura hukum. 

(2) Bendaharawan pcgawai sebagaimana dirna.~.sud pada ayat ( 1) yang tidak 
dapat mengganti rugi dun mempertanggurigjawabkan kepada Direksi, 
demikian juga Direksi yang tidak dapat mengganti rugi da n 
mernpertanggungjawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum di 
dalarn rnelaksanakan tugas dan wewenanznva dituntut sesuai deriaan 

BAB IX 
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI 

Paaal 38 

I 

Sistem penggajian termasuk jurnlah dan jen·is. penghasilan .yang diterima 
oleh · pegawai Perusahaan Urm un Daernh diatur dalam peraturan 
penggajian bagi pegawai Perusahan 11 Umurn Daerah yang ditetapkan oleh 
Direksi dan disetujui oleh Bupati dr ngan rnernpertirnbangkan kemampuan 
keuangan perusahaan dan bcrpedornan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 

Sistem Kepegawaian Pcrusahaan Umum Dacrah diatur dalam Peraturan 
Pokok Kepegawaian Perusahaa n Umum Daerah yang ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati dengan . ber pedoruan puda ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber laki 1. 

( 1) 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 37 

Perighasilan dan segala hak-hak Direksi dan Badan Pengawas ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati ·dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang­ 
undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Pasal 36 

Semua pernbiayaan dalarn rangka pr-Iaksariaan tugas Badan Pengawas 
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umurn Daerah. 

PasaJ 35 



(1) Perusahaan Urnurn Daerah dapat rnelakukan kerja sama dengan pihak 
ketiga dalam bentuk: 
a. kerja sarna pe ngelolaan (joirit operation); dan 
b. kerja sama uaaha patungan (joint venture). 

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk badan usaha 
· dan atau perorangan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. merniliki status badan hukurn sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku di Indonesia; 
b. rnerniliki NPWP; 
c. lembaga/ swasta a sing harus me nda pa t ijin/ rekomendasi dari pejabat 

berwenar-g dan tunduk kcpada perat uran perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. mcmiliki boriafiditas dan krcd ibilitas. 
(3) Kerja sarna sebagairnana dirnaksud padn ayat ( I] harue dapat menjamin: 

a. Peningkatan efesierisi, efektifiins dun procluktifitas Perusahaari Urnurn 
Daerah atau peningkatan pelayanan kcpada masyarakat; 

b. Peningkatan pengarna na n modal Za set Perusahaan Umum Daerah; 
c. Kerjasama harus sating rne nguntungkan bagi kedua belah pihak; 
d. Peranan dan tanggungja wab ma sing ma sing pihak dikaitkan dengan 

resiko yang mungkin terjadi, baik dalam rnasa kerjasarna maupun 
setelah berakhirnya perjanjian kcrjasama; 

BAB XI 
KERJA SAMA DENOA.N PIHAK KETIGA 

Pasal 40 

(4) 

(3) 

(2) 

Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Perusahaan Urnum Daerah lebih 
lanjut ditetapkan derigan Pcrat ur an Bupati. 
Susunan Or?anisasi dari Tata Kclola Perusahaan Umurn Daerah 
ditetapkan melalui Kepulusan Hupati. 
Tata Tertib Perusahaan U mum Dae rah d ti etapkan oleh Direksi derigan 
persetujuan Bupati. 
Atas penugasan bupati, Satuan Kerja Perarigkat Daerah terkait melakukan 
pernbinaan Perurnda dalam rangka pengernbangan usaha dan peningkatan 
peridapatan ash daerah. 

( 1) 

BABX 

ORGANISASI, TATA KEWLA DAN PEMBINAAN 

Pasal 39 

Direksi, Sadan Pengawas clan pcgawai sebagairnana dirnaksud pada ayat 
( 1) yang t.idak dapat memberi kan pert anggi.mgjawaban kepada Bu pati 
mengenai pelanggaran hukurn dan rnelalaikan tugas dan wewenangnya 
dituntut sesuai dengan keterituan dan peruturan perundang-undanngan 
yang be rlaku .. 

(3) 



(3) 

{l) Direksi teluh mengajukan Rencanu Kerja 5 (lirna) tahunan yang i ermasuk 
di dalamnya mernuat rencana bisnis (businessplan) Perusahaan Umurn 
Daerah kepada Badan Periguwas untuk mendapat persetujuan dan 
selanjutnya pengesahan oleh Bupati, selambat-Iarnbatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum berl akunya Rericana Kerju dimak sud. 

(2) Direksi wajib mernbuat d an me ngujukan rancangan Anggaran Peru sahaan 
Umum Daerah untuk set.iap tanun anggar an sclambat-Iambatnya 3 (tiga) 
bulan sebelurn tahun anggaran yung ber sangkutan rnulai berlaku untuk 
mendapat persetujuan Sadan Perigawas da n pengesahan oleh Bupati. 
Bupati memberikan keputu san mengeriai pengesahan atau penolakan 
pengesahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan Direksi 
. ·-·--!.. .... 1~-1-..~1~, .. ,.., !lC::. l"'•nt"\Q1 n1il11h lim~., h ari kalender sebelum tahun 

BAB Xlll 

RENCANA KERJA DAN .ANGGARAN 

Pasal 43 

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwin. 

BAB XII 

TAHUN BUKU 

Pasal 42 

( l) · Kernungkinan perpanjangan rnasa kerja sama seba.gaimana dimaksud 
dalam pasal 40 ayat (4) dapat. dilaksanakan oleh Direksi dengan 
mengajukan permohorian persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 
6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama. 

(2) Direksi Perusahaan Umum Dacrah melaporkan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan , usaha kerja sarna terse but kepada Bupati dengan 
melarnpirkan hasil pcnclitian clan evaluasi untuk rnendapat persetujuan 
perpanjangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungnn kerja sarna dcngan pihak 
ketiga diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang- 

~ undangan yang berlaku, 

Pasal 41 

(4) Hal-hal yang diatur dalarn perjnnjian k erjasama sekurang-kurangnya 
rneliputi maksud dan tujuan, subjck, be nt.uk dan Lingkup kerjasama, 
wilayah, jangka waktu, jaminan pclaksanuan, masa traneiei, hak dan 
kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan mernaksa iforce 
majeun, pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, 
rnasa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan. 

(5) Perjanjian kerjasarna dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dibuat dengan Akta Notaris. 

·. (6) Kerja sarna dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Direksi setelah 
mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati. 



( l) Direk si menyarnpaikan laporun ke.ua ngun tahunan yang ter di ri dari 
laporan neraca, laporan per hit.ungan laba/ rugi dan laporan arus kas 
untuk tiap tahun buku kepada Badan Perigawas selarnbat- lambalnya 
pada akhir bulan Maret tahun herikutnya. 

Pasal 46 

(1) Direksi wajib rnenyarnpaikan laporan 1wrtanggungjawapan pengelolaan 
Perusahaan · Um um Dae rah yang mdiput..i lupor an realisasi pelaksanaan 
rencana kerja/program kcrja, laporan keuangan, dan laporan kcgiatan­ 
kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Per'u suh aa n Umum Daerah secara 
berkala, meliputi laporan triwulan, laporan sernesteran clan laporan 
tahunan kepada Badan Perigawas. 

{2) Sadan Pengawas wajib rnenyarnpaikan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupau setiap sernesteran dan laporan 
tah unan setelah Lerlebih dahulu menerima Iaporun dari Direksi. 

(3) Pada akhir masa jabatannya Direk si wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban akhir rnasa jabatan kepada Sadan Pengawas dan 
Bupati. 

(4) · Pada akhir rnasa jabatannya Sadan Pcngawas wajib rnenyampaikan 
laporan pertanggungjawaban akhir rnasa jabatan kepada Bupati. 

(5) Sistem dan tata cara pelaporan selanjutnya diatur dengan Peraturan 
Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

BAB XIV 
LAPORAN · LAPORAN 

Pasal 45 If' 
t 

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Pcrusahaan Umum Daerah dapat mengalami 
perubahan dalam tahun bcrjalan derigun. .alasan yang rasional clan 
didasarkan pada prinsip pencapaiun efcsicnsi, elektifitas dan ·produktifitas 
Perusahaan Umum Daerah. 

(2). Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah 
oerlaku setelah mendapat persctuj uan Badan Perigawas dan disahkan oleh 
Bupati. 

Pae.al 44 

(4) Dalam hal terjadi keberatan atau periolu knn pengcsahan seperti dirnaksud 
pada ayat (3). Dircks: wajib mcny<:111purnakan rancangan Anggaran 
Perusahaan Umum Daerah dirnakxud :wl,1rnbat.··lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kalender sebelurn tahun anggaran yang bersangkutan berjalan. 
Dalam haJ Bupati tidak rnenyatakan keberatan atau penolakan 
pengesahan sampai dengan baias waktu yang telah ditentukan maka 
Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daer ah tersebut dianggap sah dan 
berlaku sepenuhnya. 

(5-) 



( 1) Pembubaran (likuidasi) r>erusahaan Um urn Daerah ditetapkan dengan 

BAB XVII 

PEMBUBARAN (LIKUIDASit 

Pasa.l 49 

Perubahan status badan hukum Perusahaan U mum Daerah dapat dilakukan 
· dalarn rangka peningkatan dan pengernbangun Badan Usaha Milik Daerah 
Kabupaten Nias Utara dan perubahan ini ditetapkan dcngan Peraturan Daerah. 

BAB XVI 

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 

Pasal 48 

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan se bagairnana dimaksud dalarn Pasal 
46 ayat (3), ditetapkan periggunaannya sebagai berikut: 
a. untuk Pernerintah Daerah , sebesar 55 1Yc1 (lima puluh Iima per seratus]; 
b. untuk Cadangan Umum, scbesar 15 % (Iirna belas perserarus]; 
c. untuk .Jasa Produksi Direk si, Pegnwai dan Komisaris sebesar 10 % 

(sepuluh perseratus); 
d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan · Dana Pendidikan Pegawai, 

sebesar 10 % (sepuluh perseraius}; 
e. untuk Dana Sosial scbe sar l.O % (sepuluh perseratus). 

(2) Bagian laba untuk Pernerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a, disetor ke Kas Daeruh sebag.« Penerirnaan Daerah. 

(3) Bagian Iaba sebagaimana dirnaksud padu ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d 
dan huruf e , dikelola oleh Per usahnan Urn urn Daerah. 

BAB XV 
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA 

Pasal 47 

(2) .' Direksi harus menyebutkan cara penilnlan dalum laporan keuangan 
tahurian sebagaimana dimaksud pada ayat . (1), berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan yang berlaku dan luporan audit dari Kantor Akuntan 
Negara/ Publik. 

(3) Laporan keuangan tahunan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan cara 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat 
persetujuan Sadan Pengawas disarnpnikan kepada Bupati untuk 
mendapat pengesahan. 

(4) Dalam hal Bupati tiduk menyatak.an keberatan atau penolakan 
perigesahan dalam jangka waktu selambat··larnbatnya :3 (tiga) bulan setelah 
laporan keuangan diterima, rnaku laporan keuangan tahunan tersebut 
dianggap telah rnendapat pengexah an. 
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IDAMAN ZEGA 

Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 13 Oktober 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NlAS UTARA 

EDWARD ZEGA 
-- f 

Ditctapkan di Lotu 
pada tanggal 12 Oktober 2015 

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbar an Daerah Kabupaten Nias 
Utara. 

Paaal 50 

(8) 

(7) 

(6) . 

Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Bupati 
yang memberikan pembcbasan ianggung jawub lentang pekerjaan yang 
telah diselesaikan. · 

. Jika Perusahaan Umum Daerah dibubarkan sernua utang dan kewajiban 
utang lainnya dibayarkan terlebih dahulu. 
Jika terdapat kelebihan kekayaan Perusahuan Umum Daerah setelah 
semua utang dan kewajiban utang luinnya dibayarkan rnaka harta 
kekayaan tersebut rnenjadi rnilik Pemerintah Duerah. · 
Dalam hal Iikuidasi Perusahaan U mum Dae rah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) Pernerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian terse but 
sesuai dengan perhit.ungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan 
Negara/ PubLik. 
Dalarn hal terjadi likuidasi Bad1U1 l'e ngawas, Direkai dan Pegawai 
Perusahaan Umum Daerah jika memungkinkan dapat dibcrikan uang 
penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporaiorial sesuai dengan 
kemampuan keuangan dacrah duri sisa narta kekayaan Perusahaan 
Urnurn Daerah yang dilik uidasi dengan rnempertimbangkan masa kerja 
rnasing-maaing. 

(5). 

. l 

. {4) 



p,..,c,o I S 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 1 
Cukup jelas 

11. PENJELASA.N PASAL DEMI PASAL 

Dalam rangka pelak sanuan otonorni Daerah yang menyebabkan 
sernakin meningkatnya pembiayaan Pernerintah Daerah, rnengharuskan 
Pernerintah Daerah untuk seriantiasa berupaya meningkatkan surnber­ 
sumber pernbiayaan terutuma dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 
bertambahnya Urusan Pemcr intah Dae rah. 

Maka untuk rnenuju ke ar ah oronorni yang nyata dinarnis dan 
bertanggungjawab scsuai Pasal 3:11 ayai ] Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

l Indonesia Tahun 2004 Nomor l 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437). sebagaimana Lelah drubah derigan Undang .. LJndang 
Nomor 9 Tahun 201.5 teut.ang Pcrubab.an Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 l4 ten tang Pemerintahu.n Daerah, Pemerintah Daerah 
dapat merniliki Badan Usaha Milik Daerah jBUMD) yaitu Perusahaan Urnurn 
Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan . Daerah yang 
berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. 

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upayu dalam rangka meningkatkan 
penerirnaan daerah yang bertujuan unt.uk rnendorong pertumbuhan dan 
perkernbangan perekonomian Daerah Kabupaten Nias Utara. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah lebih memberdayakan dan mendirikan 
Perusahaan Umum Dae rah Tafaeri Nias Ut a ra. 

I. PENJELASAN UMUM 

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFAERI.·IOAS UTARA 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NlAS UTARA 

NOMOR 7 TAHON 2015 



Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 f 
Cukup jelas 

Pasal 9 

~ Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 
" . 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan kajiun kclayukun usaha adalah rnerupakan 
penelitian Lerhadap suatu rencana . usaha/ bisnis, · mulai dari 
menganalisis layak ata.u tidak layaknya usa.ha tersebut dibangun 
sarnpai dengan analisis terhadap operasional rutin. 

Ayat (3} 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Culrup jelas 

Pasal 6 
Ayat(l) 

Cukup jelas 



Pasal 17 

Cukup jelas 

, Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal '.21 

. Cukup jelas 

Pasal22 

Cukup jela's 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 ' t' 
Cukup jdas 

I 

Pasal 25 

Cukup jelas 

~ Pasal 26 

Cukuµ jel,ni 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 



Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jela.s 

Pasal42 

Cuk up jelas 

Pasal43 

Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

Pasal 46 



I 

TAMBAHAN LEMBARAN DAEl~AH KABUPATEN NJAS UTARA N.OMOR 7 

Pasal 47 

Cukup jelas 

Pasal48 

Cukup jelas 

Pasa.1 49 

Cukup jelas 

Pasal 50 
I f• I 

J 
Cukup jelas 

Pasal 51. 

Cukup jelas 

i 


